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LATARBELAKANG

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan
hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan (Pasal 28I ayat (5))

Mengganti Permenkumham 24/2017 tentang Pedoman Materi
Muatan HAM dalam Pembentukan PUU, karena tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini.

UU 12/2011 tentang Pembentukan PUU mengamanatkan
pengejawantahan asas kemanusiaan dalam penyusunan PUU.

Untuk digunakan oleh Perancang PUU di Kanwil Kementerian
Hukum dan Kementerian HAM sebagai panduan dalam
mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam pembentukan
PUU, dan sebagai panduan dalam menganalisis PUU dari
perspektif HAM (Pasal 3 Permenkumham 16/2024).



LANDASAN 

HUKUM

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19451

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia2

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 
International Covenat On Economic,

2005 tentang Pengesahan 
Social and Cultural Rights

(Kovenan Internasional tentang Hak -Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
3

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenat On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak -Hak Sipil dan Politik.

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -undangan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan

4

5

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia
dalam Pembentukan Peraturan Perundang -undangan

6



MAKSUD
sebagai acuan bagi lembaga negara atau

pembentuk peraturan perundang -undangan

pejabat

yang
berwenang agar peraturan perundang -undangan sesuai 

dengan materi muatan hak asasi manusia.

TUJUAN
memberikan panduan dalam mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia

dalam pembentukan peraturan perundang -undangan ;

memberikan panduan dalam menganalisis peraturan perundang -

undangan yang perspektif hak asasi manusia ; dan

meningkatkan pemahaman terkait langkah -langkah yang perlu diambil

Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban penghormatan, pelindungan,

pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia .



PRINSIP HAM

1 HAM BERSIFATUNIVERSAL

2 TIDAK DAPATDICABUT

3 TIDAK DAPATDIPISAHKAN

4 SALINGTERGANTUNG

5 KESETARAAN

6 NON- DISKRIMINATIF



Negara berkewajiban 

kebutuhan masyarakat 

yang baik.

memenuhi

atas PUU

IndonesiaDalam mewujudkan 

sebagai negara hukum, negara

melaksanakanberkewajiban 

pembangunan

yang dilakukan

hukum 

secara

nasional 

terencana,

terpadu, dan berkelanjutan 

sistem hukum nasional

dalam

YANG

MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA

dan kewajiban segenap rakyat

Indonesia BERDASARKAN PANCASILA

DAN UUD NRI TAHUN1945

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
dalam rangka Mewujudkan Sistem Hukum Nasional



ASAS DALAM 

PERATURAN 

PERUNDANG

-UNDANGAN

Penjelasan Pasal 6 ayat(1) huruf b Undang-

tentangUndang Nomor 12 Tahun2011

Pembentukan Peraturan 

sebagaimana telah

Perundang-Undangan

diubah

terakhir dengan Undang-Undang

beberapa kali, 

Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan:

Yang dimaksud dengan

kemanusiaanóadalahbahwa setiap

òasas 

materi

m uatan pera tura n perundang - undang an harus 

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak

asasi manusia serta harkat dan martabat 

warga negara dan penduduk Indonesia

setiap 

secara

proporsional

AsasPembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan

KEADILAN PENGAYOMAN

KEMANUSIAAN

KEBANGSAAN

KEKELUARGAAN

KENUSANTARAAN

BHINEK 
A 

TUNGGA 
L IKA



KEBIJAKAN MATERI HAM DALAM 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia tentang

Pedoman Pengarusutamaan

dalamHak Asasi Manusia 

Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

MENGGANTI Peraturan

Hukum 

Nomor

dan Hak

24 Tahun

Asasi

20 17

Menteri

Manusia

tentang

Pedoman Materi Muatan Hak Asasi

Manusia 

Peraturan 

KARENA

dalam Pembentukan

Perundang-undangan

TIDAK SESUAI DENGAN

PERKEMBANGAN HUKUM DAN 

KEBUTUHANMASYARAKATSAATINI



Urgensi Pengarusutamaan HAM

TANGGUNG JAWAB 
NEGARA TERHADAP HAM

Penghormatan 
Pelindungan 
Pemenuhan 
Pemegakan 
Pemajuan

Tanggungjawab dapat telaksana apabila disusun
kebijakan maupun peraturan yang
mengutamakan/mengindahkan prinsip dan 
nilai - nilai Hak Asasi Manusia

HAM, akan menempatkan negara sebagai
pihak yang lalai akan tanggungjawabnya -
Melanggar Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum
dan HAM mengemban
amanat besar dalam
mewujudkan kebijakan
dan peraturan yang

HAM
fungsinya

berprespektif 
Melalui 
dalam:

Analisa PUU berperspektif HAM

Penetapan Kebijakan dan Pengesahan PUU
yang mengesampingkan prinsip dan nilai -nilai

Penyelenggara Harmonisasi PUU

Fasilitasi perancangan peraturan
perundang -undangan

Pembinaan perancang 
peraturan perundang -

undangan



PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA 

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG -UNDANGAN

Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia adalah strategi yang

dibangun untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan prinsip

dan nilai hak asasi manusia dalam regulasi nasional untuk

mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan,

penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia .

Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan

Peraturan Perundang -undangan merupakan UPAYA 

MENGINTEGRASIKAN PRINSIP DAN NILAI HAK

UNTUK 

ASASI

MANUSIA DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN.

Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan 

Peraturan Perundang -undangan DILAKSANAKAN OLEH: 

a.Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang -

peraturan

undangan; b.Pejabat Fungsional Analis Hukum; dan 

c.pejabat lainnya berdasarkan ketentuan 

perundang - undangan.



CAKU PAN HAM

HAK SIPIL DAN POLITIK

hak hidup;

hak bebas dari penyiksaan; hak bebas dari

perbudakan;

hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; hak 

memperoleh keadilan;

hak atas kesamaan di hadapan hukum;

hak untuk tidak dipidana/dihukum dalam hal

kejahatan tersebut belum diatur dalam hukum; hak 

tahanan atas perlakuan manusiawi;

hak atas kebebasan pribadi;

.hak kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak

berpendapat dan menyampaikan ekspresi; hak

untuk berkumpul;

hak berpolitik;

hak bagi kelompok minoritas;

hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak

atas perlindungan keluarga;

hak bebas berpindah tempat dan

memilih tempat tinggal;

hak bebas dari penahanan atas hutang; dan hak 

kebebasan bagi warga negara asing.

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

hak pendidikan; hak atas pekerjaan;

hak atas standar kehidupan dan pangan yang 

layak;

hak atas tempat tinggal yang layak; hak atas

air;

hak atas tanah; hak kesehatan;

hak atas jaminan sosial;

hak berpartisipasi dalam kebudayaan; hak

menikmati manfaat dan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi; dan hak 

memperoleh manfaat 

perlindungan kepentingan moral

dan 

produksi

material

ilmu

dari hasil 

pengetahuan,

sastra atau seni yang diciptakan,



MATERI MUATAN 

PERMENKUMHAM 16/2024

Permenkumham 16 / 2024 memuat materi muatan hak
asasi manusia baik dalam bidang hak sipil dan hak politik
maupun hak ekonomi, sosial dan budaya yang termuat

dalam Kovenan Internasional Hak -Hak Sipil dan Politik
(KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak -Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) .

Pasal -Pasal di dalam dua Kovenan yang masih bersifat
normative, dilihat penjabaran teknisnya sebagaimana
dimuat di dalam komentar umum (General Comment)

Komentar umum tersebut dijadikan rujukan karena

memuat penafsiran terhadap hak -hak yang tercantum di
dalam KIHSP dan KIHESB, menguraikan potensi
pelanggaran terhadap hak -hak tersebut dan memberikan

rekomendasi kepada negara pihak tentang cara terbaik
untuk mematuhi kewajiban berdasarkan perjanjian
tersebut

Mengedepankan pengaturan tentang bagaimana
kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan, dan
perlindungan HAMyang diselaraskan dengan Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Batang Tubuh

2. Lampiran I:

a. Bab I:

o Latarbelakang

o Maksud dan Tujuan;

o Ruang Lingkup;

o Dasar Hukum.

b. Bab II:

o Kerangka Kerja Integrasi HAM;

Prinsip HAM

o Kewajiban Negara; Pembatasan 

HAM;

a. Bab II I Mat eri Muatan HAM

b. Lampiran II Pengim plem entasian

Pengarusutamaan HAM dalam PUU



PEMBENTUKAN PUU YANG TERKAIT 

HAK SIPIL DAN POLITIK

Dalam pembentukan PUU yang terkait

Hak Sipil dan Politik, ketentuan yang

ada di dalam lampiran Permen sifatnya

Absolut, artinya semua substansi Hak

Sipol termuat di di dalam materi harus

diikuti, 

(terkai

dalam artikata, semua 

hak Sipol) tidak
PUU

boleh
tbertentangan dengan isi Permen.

praktekPUU harus melarang adanya 

penyiksaan fisik maupun mental.

3.Bebas dari perbudakan

PUU menjamin tentang larangan perbudakan

CONTOH :

1. Hak Hidup

PUU tidak boleh memuat tentang Pidana Mati .

penerapan hukuman mati hanya bagi ñkejahatan

yang paling seriusòdan dengan mekanisme yang

pasti .

2. Bebas dari penyiksaan



PEMBENTUKAN PUU YANG TERKAIT
HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Dalam pembentukan PUU yang terkait Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya, ketentuan yang
ada di dalam lampiran Permen pencapaian
haknya bersifat progresif (tidak secara serta
merta/absolut) . Pencapaian secara progresif
didasarkan kepada kondisi dan sumberdaya
yang tersedia di tiap -tiap wilayah .

Dalam menyusun Rancangan Perda atau
melakukan harmonisasi Perda terkait dengan
Pendidikan, harus diperhatikan muatan hak
Pendidikan yang ada di dalam Permen .
Apakah muatan -muatan yang ada di dalam
Permen sudah termuat di dalam Rancangan
Perda? Caranya dengan melakukan ceklist .
Jika ada muatan yang belum diakomodasi di
dalam Rancangan Perda, maka menjadi
catatan bagi perancang untuk
merekomendasikan muatan -muatan hak atas
Pendidikan di dalam Permen dimuat di dalam 
Rancangan Perda.

Ataupun jika ada norma di dalam rancangan
Perda ternyata bertentangan atau tidak
sesuai dengan muatan - muatan hak
Pendidikan di dalam Permen, maka menjadi
catatan untuk tidak dimuat di dalam
Rancangan Perda

CONTOH :

Hak Pendidikan.
Norma dalam Perda memuat kausul ñtersedianya
sekolah dalam jumlah yang memadai di setiap daerah,
sekolah yang layak baik dari segi bangunan,

pelindungan fisik dari unsur -unsur tertentu, fasilitas

sanitasi yang baik bagi perempuan dan laki -laki, dan

fasilitas penunjang lainnya .ò ketersediaan jumlah

sekolah yang memadai dan sekolah yang layak, tidak

dapat disamakan antara wilayah yang memiliki sumber

daya anggaran yang memadai dengan wilayah yang

memiliki sumberdaya anggaran yang terbatas . Namun

demikian standar minimal sekolah yang memadai dan

layak setidaknya harus di capai oleh setiap daerah .

Oleh karena itu setiap Pemda tidak bisa melepaskan

tanggung jawab untuk membiarkan kondisi yang tidak

memadai dan layak . Kriteria sekolah yang memadai

dan layak tentunya mengacu kepada aturan teknis

yang dikeluarkan oleh Lembaga yang kompeten . Dalam

hal ini tentunya standar minimal sekolah yang

memadai dan layak mengacu kepada ketentuan teknis

di kementerian Pendidikan sebagaimana diatur

didalam SNPK (Standard, Norma, Prosedur dan Kriteria)




